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BAB IV PENUTUP 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah di tulis oleh penulis pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dalam pembahasan bab terdahulu mengenai pemenuhan hak dalam jaminan 

kesehatan pada pekerja atau buruh  perjanjian kerja waktu tertentu di CV. 

Pratama Ayatama Kota Malang terkait faktor utama dari terjadinya 

permasalahan adalah karena adanya kelalaian atau adanya tindak tidak 

kesengajaan yang di lakukan oleh pihak perusahaan karena tidak mebayarkan 

kartu BPJS Kesehatan yang sudah menjadi hak pekerja atau buruh di CV. 

Pratama Ayatama Kota Malang. Sehingga pada saat kartu itu akan di gunakan 

oleh pekerja atau buruh, tidak berfungsi atau gagal pada saat akan di gunakan 

untuk kebutuhan kesehatan, atau jika pada saat pekerja atau buruh atau 

keluarga dari pekerja atau buruh tersebut sedang sakit. 

2. Jaminan sosial bagi pekerja, dalam UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) terdapat 2 (dua) bentuk BPJS, yaitu: BPJS Kesehatan 

dan BPJS Ketenagakerjaan, kedua jaminan sosial tersebut, berhak di miliki 

oleh pekerja tanpa membedakan status pekerja (PWKT atau PKWTT). Namun 

dalam pratiknya pengusaha CV. Pratama Ayatama Kota Malang hanya 

mengikutsertakan BPJS Kesehatan bagi pekerja berstatus PKWT, dan tidak 

mengikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan. 
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4.2 Saran  

1. Pengusaha atau Perusahaan 

Jadikanlah pekerja/buruh sebagai saudara atau partner dalam meraih tujuan 

usaha, sehingga muncul kesadaran untuk melindungi hak-hak dari 

pekerja/buruh, dalam melakukan perjanjian kerja pengusaha wajib 

mencantumkan hak-hak dari pekerja/buruh dalam akta perjanjian kerja, selain 

itu salinan akta perjanian wajib diberikan kepada pekerja sehingga pekerja 

mempunyai legalitas sebagai pekerja dan mengetahui hak-haknya. Pengusaha 

juga wajib mendaftarakan pekerja PKWT nya ke Disnaker Kabupaten 

Malang, sehingga pengawasan dari pemerintah dapat dimaksimalkan dan 

apabila perusahaan lalai dalam memenuhi hak-hak pekerja, pengawas dapat 

dengan sigap menegur pengusaha. Selain itu pengusaha dalam memperkerjkan 

pekerja berstatus PKWT hendaklah jangan melebihi jangka waktu yang 

ditentukan, yakni paling lama 3 (tiga) tahun, perusahaan yang melakukan 

PKWT dengan jangka waktu paling sedikit dengan kemudian diangkat 

menjadi PKWTT, berarti menunjukan iktikat baiknya untuk mensejahterakan 

buruh. 

2. Pekerja atau Buruh 

Pekerja/Buruh PKWT, teruslah belajar dan jangan jadi pekerja yang hanya 

menunggu upah tanpa mengetahui hak-haknya sebagai pekerja/buruh. Dan 

jangan sampai pekerja atau buruh juga melupakan mengenai kewajiban nya 

dalam bekerja. 
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3. Berdasarkan penelitian, Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 

di CV. Pratama Ayatama Kota Malang, ditemukan masih banyak 

ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur 

tentang PKWT, adapun ketidaksesuaian tersebut meliputi:  

a. Akta perjanjian kerja tidak diberikan kepada pekerja/buruh, hal ini 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) UU 13/2003 yang 

menerangkan bahwa, Perjanjian kerja dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 

(dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan 

pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.  

b. Pengusaha tidak mencatatkan pekerja PKWT-nya ke Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Malang, hal ini bertentangan dengan Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja KEP.100/MEN/VI/2004 Pasal 13 ayat (1) yang 

menerangkan bahwa, PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi 

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan  

c. Pengusaha memperkerjakan pekerja PKWT melebihi jangka waktu yang 

ditentukan, dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1a), Pasal 59 

ayat (4) UU 13/2003, dan Pasal 3 ayat (2) KEP.100/MEN/VI/2004, yang 

menerangkan bahwa PKWT dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun. 
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